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Abstrak 
 
Telekomunikasi dewasa ini telah berkembang sebagai 

pilar pertumbuhan ekonomi dan memiliki peranan 

penting dalam menunjang segala sektor. Dalam upaya 

pemerataan akses dan layanan telekomunikasi, 

Pemerintah menerapkan kebijakan modern licensing. 

Analisis terhadap suatu kebijakan perlu dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas kebijakan tersebut dalam 

mencapai sasaran yang diharapkan. Berkaitan dengan 

hal tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis 

kebijakan modern licensing penyelenggaraan jaringan 

bergerak seluler menggunakan Regulatory Impact 

Assessment (RIA). Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa perlu adanya perubahan terhadap kebijakan 

eksisting untuk mendorong akses pemerataan dan 

efisiensi dalam penyelenggaraan. Berdasarkan analisis 

biaya dan manfaat diperoleh opsi terbaik yaitu 

perubahan terhadap ketentuan modern licensing berupa 

kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan 

yang berbasis cakupan wilayah layanan dan standar 

kualitas layanan. 

 

Kata kunci: modern licensing, Regulatory Impact 

Assessment (RIA), penyelenggaraan jaringan bergerak 

seluler. 
 

1. Pendahuluan 
 
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia 

saat ini belum merata, hal ini terlihat masih terdapatnya 

wilayah yang belum terkoneksi oleh jaringan 

telekomunikasi baik jaringan fixed maupun seluler. 

Untuk jaringan seluler saja, laporan kinerja Kominfo 

pada 2017 menunjukkan bahwa dari 60.697 desa yang 

masuk dalam kategori non 3T (Terdepan, Terluar, dan 

Tertinggal) sebanyak 1.261 desa diantaranya belum 

terlayani akses telekomunikasi seluler [1]. 

Terbitnya Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi merupakan salah satu bentuk campur 

tangan Pemerintah untuk melakukan fungsinya sebagai 

pembina sektor telekomunikasi melalui penetapan 

kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian 

yang ujungnya bermuara pada peningkatan 

penyelenggaraan telekomunikasi. Sejak berlakunya UU 

Telekomunikasi tersebut, terjadi pelimpahan 

penyelenggaraan telekomunikasi yang semula 

merupakan domain Pemerintah atau Negara kepada 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Badan Usaha 

Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi untuk 

penyelenggaraan telekomunikasi yang disahkan melalui 

sebuah modern licensing (izin penyelenggaraan 

telekomunikasi) yang berbentuk suatu Keputusan 

Menteri. Modern Licensing yang diberikan kepada 

penyelenggara telekomunikasi tersebut didalamnya 

memuat hak, kewajiban, sanksi, dan prosedur pelaporan 

sebagai penyelenggara telekomunikas i dimana 

kewajiban dan haknya akan dievaluasi tiap tahun dan 

secara menyeluruh tiap 5 (lima) tahun oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika [2][3]. 

Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi salah 

satunya memiliki tujuan untuk mendorong tersebarnya 

pembangunan infrastruktur dan layanan telekomunikasi 

melalui kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin 

[4]. Dalam hal penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, 

kewajiban tersebut berupa kewajiban pembangunan 

jaringan bergerak seluler yang capaian pembangunannya 

dinilai berdasarkan tolok ukur atas jumlah kapasitas sistem 

(MSC), jumlah kapasitas Home Location Registry (HLR), 

jumlah site dan jumlah lokasi [3]. Dengan pola pengukuran 

kinerja pembangunan yang saat ini masih dititikberatkan 

kepada jumlah infrastruktur, maka hal tersebut dapat 

berdampak pada meningkatnya belanja modal dan 

operasional penyelenggara guna memenuhi kewajiban 

membangun dan memiliki site sendiri sebagaimana 

tercantum dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi yang 

dimiliki. Disamping itu juga rentan terjadi duplikasi 

pembangunan antar penyelenggara untuk lokasi yang sama 

yang berdampak pada inefisiensi dalam hal investasi. 

Analisis terhadap kebijakan modern licensing untuk 

penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai 

sasaran yang diharapkan sesuai amanat UU Telekomunikasi 

yaitu pemerataan layanan dan efisiensi penyelenggaraan. 

Penelitian kami menggunakan Regulatory Impact 

Assessment (RIA) untuk meneliti manfaat, kerugian, dan 

dampak dari masing-masing opsi tindakan yang 

teridentifikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

kebijakan dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada Pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait 

kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan  
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